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Sehubungan dengan wusaha penguatan akuntabilitas Kkinerja
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah
Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama
Tulungagung.

Dokumen ini adalah reviu Rencana Strategis pada tahun 2019 sesuai
dengan reviu indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
pada tanggal 24 Oktober 2017 dan merupakan dokumen yang berisi tentang
gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang
dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami
di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi
semua pihak terkait.
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1.

Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50
tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama
Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di JI. Ir
Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki
kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981
dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan
Agama Tulungagung terletak di JI. Pahlawan I[11/1 Tulungagung seluas
187 m2 dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek
perluasan seluas 80 m2, lalu pada tahun anggaran 1983/1984
mendapatproyek perluasan seluas 724 m2.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat
Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas
9.196 m2 yang terletak di JI. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan
Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat
pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA



Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan
kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah
Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan
gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran
keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di JI. Ir
Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan
pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung
Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung
ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama
dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai
1.150,41 Km? dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan,
meliputi :
Kecamatan Bandung
Kecamatan Besuki
Kecamatan Boyolangu
Kecamatan Campurdarat
Kecamatan Gondang
Kecamatan Kalidawir
Kecamatan Karangrejo
Kecamatan Kauman
Kecamatan Kedungwaru

. Kecamatan Ngantru

. Kecamatan Ngunut

. Kecamatan Pagerwojo

. Kecamatan Pakel
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14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung
Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur
111° 43’ - 112° 07’ Bujur Timur dan Lintang 7° 51' - 8° 18’ Lintang
Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara = Kediri

2. Sebelah Timur = Blitar

3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Trenggalek

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik
kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung
sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa
beragama Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak
kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai
posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak
hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai
puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial
serta sarana dan prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan
tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan
kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang
profesional, efektif, efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu,
perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan
berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan
Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama
Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal
tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Tulungagung Tahun 2010-2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi
Pengadilan Agama Tulungagung dari sekian program dan kegiatan
yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang
harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019. Antara lain mengenai
pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, pelaksanaan publikasi
putusan dan transparansi peradilan agama, keterbukaan akses
informasi, pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Tulungagung tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasuional (SPPN). Renstra tersebut merupakan
dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan
Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada
Renstra Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Renstra Ditjen Badilag dan
rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

1.1.1. Penanganan Perkara

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data
kondisi keadaan tingkat perkara sampai dengan tahun 2018 di
Pengadilan Agama Tulungagung sebagai referensi untuk
mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data
analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.



No | Tahun PeSriIi:ra Perkara | Jumlah P(_arkara Sisa_Perkara

yang Lalu Masuk | Perkara | diputus | akhir tahun
1 2010 615 2965 3580 2907 673
2 2011 673 3058 3731 2984 747
3 2012 747 3264 4011 3203 808
4 2013 808 3376 4184 3345 839
5 2014 839 3535 4374 3604 770
6 2015 770 3343 4113 3503 610
7 2016 610 3335 3945 3276 669
8 2017 669 3525 4194 3526 668
9 2018 668 3395 4063 3515 548

Tabel 1

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur
peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan
meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap

tahun.
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Sisa perkara belum diputus oleh Pengadilan Agama
Tulungagung pada tahun 2017 sebanyak 668 perkara.
Sedangkan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama
Tulungagung pada tahun 2018 sebanyak 3395 perkara, sehingga
keseluruhannya berjumlah 4063 perkara. Perkara yang diputus
pada tahun 2018 sebanyak 3515 perkara sehingga sisa perkara
pada akhir tahun 2018 sebanyak 548 perkara (13,48%).

Menyikapi hal tersebut, dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-
2019, diperlukan analisis data kondisi di internal satker. Antara
lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrastruktur serta
sumberdaya manusia yang ada. Rencana strategis tahun 2019
yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat
waktu, transparan dan akuntable.

2. Mengupayakan sisa perkara dari perkara yang ditangani
pada akhir tahun kurang dari 10% (sepuluh persen) dengan
cara menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP) dan terus dilakukan reviu tiap
tahun.

3. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan cara terus
melakukan inovasi dan perubahan di segala bidang tugas
pokok dan fungsi.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan
Pengadilan Agama Tulungagung, dengan mengadakan
berbagai pembinaan dan DDTK kepada para pegawai.

5. Melakukan pengawasan, Pembinaan dan mengevaluasi
terhadap pengelolaan administrasi perkara dan administrasi
umum secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tanggung
jawab organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut,
Pengadilan Agama Tulungagung telah menerapkan reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017,
diselerasakan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh
organisasi pada satuan kerja Pengadilan. Dalam reviu IKU tahun
2019, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai
Pengadilan Agama Tulungagung antara lain :

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa perkara

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding, Kasasi dan PK.

5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan Peradilan.

6. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat
waktu.

7. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

8. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

9. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus.

10.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

11.Persentase perkara yang deselesaikan di luar gedung
Pengadilan.

12.Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas
Hukum.

13.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

14.Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di
eksekusi).



Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung
tahun 2015-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan  Agama  Tulungagung Nomor :  W13-
A11/6409/0T.01.3/SK/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017
tentang Penetapan reviu rencana strategis Pengadilan Agama
Tulungagung tahun 2015-2019. Reviu rencana strategis
tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9
Nopember 2016 tentang penetapan reviu indikator kinerja
utama Mahkamah Agung Rl dan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung Nomor : 933/SEK/0OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober
2017 tentang Reviu indikator kinerja utama (IKU) Pengadilan
tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran
kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator
kinerja yang meliputi :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama
merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam
hal peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan
aksesibilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara.

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis
dalam hal peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian
perkara.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice).

Reviu rencana strategis akan terus dilakukan sebagai
upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam mendukung



1.1.2.

suksesnya reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system
peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan,
akuntabel dan terpercaya

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan
organisasi dan tata kerja sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja
kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan
Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur
pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan
seorang Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman di pengadilan tingkat pertama.

3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang
Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam
menjalankan  tugas bidang kepaniteraan sedangkan
Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang
Kesekretariatan.

4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan
Panitera Muda Hukum, yang dibantu oleh beberapa orang
Panitera Pengganti.

5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian
yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana,
dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.



Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung
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Kelangsungan jalannya pelaksanaan kinerja ditentukan
oleh kualitas dan kuantitas SDM yang ada. Secara keseluruhan
jumlah hakim dan pegawai Pengadilan Agama Tulungagung
sebanyak 50 orang, antara lain :

Pejabat Struktural : 10 orang
Hakim : 13 orang
Panitera Pengganti . 7 orang
Jurusita : 1 orang
Staf » 3orang
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1.2.

Tenaga PPNPN : 16 orang

Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan
Agama Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut
antara lain :

Pertama pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tulungagung
mendapat 2 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan
Agama yaitu :

1. Peringkat Terbaik Pertama dalam Upload Putusan Terbanyak di
direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-
3100 di tahun 2012.

2. JuaraTiga Pelayanan Publik dan Meja Informasi.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan
publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website
peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat
dapat terpenubhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di
lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dengan mengikuti
berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan
kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan,
hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh
Satuan Kerja di Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu
gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah
potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam
melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.
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Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan
(Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan
Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Tulungagung :

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Tersedianya musholla yang representatif.

2. Tersedianya gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang
memenuhi prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Adanya Job Description dan SK Penunjukan.

4. Tersedianya ruang Posyankum.

5. Tersedianya layar monitor di ruang tunggu.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama
Tulungagung antara lain sebagai berikut :

1. Belum semua perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa
perkara).

2. Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan
dan Kepaniteraan.

3. Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.

4. Pemanggilan para pihak berulang atau tidak patut.

5. Bidang kesekretariatan masih ada tugas rangkap.

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama
Tulungagung untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Tersedianya fasilitas ATM di depan kantor.

2. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

3. Hubungan baik dengan Pengadilan Agama lain di seluruh
wilayah Republik Indonesia.

4. Hubungan baik dengan Kantor Pos.
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5. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan perundang-
undangan yang berlaku).

Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Tulungagung yang
akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama.

2. Meningkatnya volume perkara tiap tahun.

3. Wilayah geografis sebelah selatan berupa pegunungan dan
jalan masih sulit terjangkau dengan kendaraan umum.

4. Meningkatnya pernikahan usia dini.

5. Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang
terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

Strategi

Dari hasil analisis SWOT di atas maka telah dapat
diketahui mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk dapat
mempertahankan kekuatan, meningkatkan peluang serta
meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Pengadilan Agama
Tulungagung menetapkan beberapa strategi, antara lain :

a. Menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan
peluang yang dimiliki (S-O) dengan cara memaksimalkan
potensi SDM yang telah ada dengan melaksanakan diklat di
tempat kerja (DDTK) terutama kepada pegawai teknis supaya
proses administrasi perkara dapat berjalan lebih optimal.

b. Menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman
yang dihadapi (S-T) dengan melaksanakan kegiatan sidang
keliling untuk mempermudah akses para pencari keadilan
yang tinggal di daerah termarginal.
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c. Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
yang dimiliki (W-O) dengan memaksimalkan jumlah SDM yang
ada dengan cara memberikan tugas tambahan atau rangkap
jabatan untuk pelaksanaan tugas sehari hari.

d. Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman (W-T)
dengan cara membuat usulan anggaran dalam DIPA untuk
pelaksanaan kegiatan sidang keliling.

Kecamatan dalam wilayah

F. Pihak Berkepentingan
Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan
(Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) maka
juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta Klasifikasi
Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Agama
Tulungagung :
Klasifikasi Pihak
: : Berkepentingan
No. Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)
Kunci | Utama |Penunjang
Masyarakat pencari keadilan (para
1. . X
pihak)
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya X
Sekretaris Mahkamah Agung RI X
Badan Peradilan Agama Mahkamah .
Agung RI
5. | Pengadilan Agama Seluruh .
Indonesia
Pengadilan Negeri Tulungagung X
Kementerian Agama dan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil X
Kabupaten Tulungagung
8. | Kantor Urusan Agama (KUA) -
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Klasifikasi Pihak
Berkepentingan

No. Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)
Kunci | Utama |Penunjang

Kabupaten Tulungagung

9. | Bank Rakyat Indonesia (BRI) X

10. | Pos Bantuan Hukum (Posbakum) X

11. | Kantor Pos Indonesia X

12 Radio Khusus Pemerintah Daerah 9

" | (RKPD) Kabupaten Tulungagung

13. | Advokat (Pengacara) X

14. | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara .
dan Lelang (KPKNL)

15. | Kantor Pelayanan Perbendaharaan .
Negara (KPPN)

16. | Direktorat Jenderal “
Perbendaharaan (DJPB)

17. | Direktorat Jenderal Kekayaan “
Negara (DJKN)

18. | PT. TASPEN (Dana Tabungan dan «
Asuransi Pegawai Negeri)

19. | Badan Pusat Statistik (BPS) X

20. | Kantor Kelurahan/Desa X

21. | Kementerian Luar Negeri (Dirjen .
Protokol dan Konsuler)

22. | Badan Penyelenggaraan Jaminan 2
Sosial (BPJS)

23. | Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X

24. | Kantor Polisi Resort Setempat X

25. | Badan Pertanahan Nasional (BPN) X

26. | Perusahaan Listrik Negara (PLN) X

27. | PT. Telkom Indonesia X
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Klasifikasi Pihak
Berkepentingan

No. Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)
Kunci | Utama |Penunjang
28. | PDAM (Perusahaan Daerah Air .
Minum)
29. | Perguruan Tinggi X
30. | Komisi Perlindungan Anak .
Indonesia (KPAI)
31. | Penyedia Web Hosting X
32. | Kementrerian Komunikasi dan
Informasi (Kemkominfo) X
33. | Tentara Nasional Indonesia (TNI)
34. | Kepolisian Republik Indonesia .
(POLRI)
35. | Dinas Pemadam Kebakaran X
36. | Penyedia Barang dan Jasa X
37. | Pemda Kabupaten Tulungagung X
G. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Setelah mengidentifikasikan pihak berkepentingan maka
juga harus dianalisis kebutuhan dan harapan, dapat di jelaskan

sebagai berikut :

Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
1. | Masyarakat Permohonan/gugat | Penggunaan SDM
pencari keadilan | an dapat segera yang kompeten,
(para pihak) (cepat) diputuskan | penetapan dan

pengembangan SOP
bidang kepaniteraan
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
dan bidang

kesekretariatan,
penerapan teknologi
informasi yang
handal dan
mendukung layanan
masyarakat pencari
keadilan.

Biaya perkara
terjangkau

Perhitungan biaya
perkara berdasarkan
pada peraturan
perundangan yang
berlaku.

Dikabulkannya
prodeo (DIPA)

Perencanaan
anggaran sesuai
dengan estimasi
kebutuhan prodeo
wilayah yuridiksi.

Persidangan
perkara tepat
waktu dan
transparan

Penetapan,
pengembangan, dan
pemantauan
pelaksanaan SOP
bidang kepaniteraan
berjalan sesuai
ketentuan.

Putusan memenuhi
rasa keadilan

Telaah berkas
perkara harus jelas

subyek dan obyek
hukumnya.
Hasil produk Penetapan,
pengadilan pengembangan, dan
diterima tepat pemantauan
waktu pelaksanaan SOP
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
bidang kepaniteraan
berjalan sesuai
ketentuan.
Kemudahan Peningkatan dan
monitor informasi | pengembangan
perkara Tegnologi Informasi
(T1), Memberikan
informasi secara jelas
kepada pencari
keadilan
Mesin antrian Meningkatkan
sidang dan pengembangan
terlaksananya Tegnologi Informasi
persidangan secara | dan Memperlancar
tertib dan teratur jalannya sidang
2. | Pengadilan Tinggi | Meningkatnya Penyediaan dan

Agama Surabaya

penyelesaian
perkara yang
sederhana, tepat
waktu, transparan
dan akuntabel

penggunaan SDM
yang kompeten.

Meningkatnya
penyelesaian
putusan/penetapa
n secara tepat
waktu yang
diunggah ke
website

Penerapan teknologi
informasi yang
mendukung
pelayanan,
penyediaan SDM
yang diperlukan.

Meningkatnya
penyelesaian
minutasi berkas
perkara tepat
waktu

Penetapan,
pengembangan, dan
pemantauan
pelaksanaan SOP
bidang kepaniteraan
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
berjalan sesuai
ketentuan.
Meningkatnya Penetapan,
administrasi pengembangan, dan
penerimaan pemantauan
perkara yang pelaksanaan SOP

efektif, efesien dan
akuntabel

bidang kepaniteraan
berjalan sesuai

ketentuan.
Meningkatnya Penetapan,
penyelesaian pengembangan, dan
administrasi pemantauan
putusan perkara pelaksanaan SOP
yang efektif, bidang kepaniteraan
efesien dan berjalan sesuai
akuntabel ketentuan.
Meningkatnya Penetapan,
pelayanan pengembangan, dan
penyampaian pemantauan

salinan/putusan

pelaksanaan SOP

tepat waktu bidang kepaniteraan
berjalan sesuai
ketentuan.
Meningkatnya Penetapan,
penerbitan akta pengembangan, dan
cerai secara cepat | pemantauan

dan tepat waktu

pelaksanaan SOP
bidang kepaniteraan
berjalan sesuai

ketentuan.
Meningkatnya Penetapan,
pelayanan pengembangan, dan
penyerahan akta pemantauan
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
cerai secaracepat | pelaksanaan SOP
dan tepat waktu bidang kepaniteraan
berjalan sesuai
ketentuan.
3. | Sekretaris Meningkatnya Pelaksanaan SOP,
Mahkamah Agung | realisasi anggaran | Pengawasan
RI DIPA 01 guna Pelaksanaan
perbaikan dan Anggaran dan
pemenuhan sarana | Pembinaan
dan prasarana Administrasi Umum
peradilan
Memberikan Pelaksanaan SOP,
laporan Pengawasan
administrasi Pelaksanaan
umum yang Anggaran dan
akurat. Pembinaan
Administrasi Umum
4. | Badan Peradilan | Terserapnya Pelaksanaan SOP,
Agama realisasi anggaran | Pengawasan
Mahkamah Agung | DIPA 04 guna Pelaksanaan

peningkatan
kualitas pelayanan

Anggaran dan
Pembinaan

secara tepat Administrasi Teknis
sasaran Yustisial dan Pola
Bindalmin
Penyampaian Pelaksanaan SOP,
laporan perkara Pengawasan
secara tepat waktu | Pelaksanaan

Anggaran dan
Pembinaan
Administrasi Teknis
Yustisial dan Pola
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
Bindalmin
5. | Pengadilan Meningkatnya Mengefektifkan
Agama seluruh kerja sama dalam portal abayun secara
Indonesia hal pemenuhan online dan
bantuan pemantauan
panggilan/PBT pelaksanaan SOP
Tabayun secara bidang kepaniteraan/
tepat waktu kejurusiataan
berjalan sesuai
ketentuan.
Meningkatkan Mengefektifkan
kerja sama dalam portal Tabayun
hal delegasi untuk | secara online
pelaksanaan pemantauan
Pemeriksaan pelaksanaan SOP
Setempat bidang kepaniteraan/
kejurusiataan
berjalan sesuai
ketentuan.
Meningkatkan Mengefektifkan
kerjasama dalam portal abayun secara
hal delegasi online, pemantauan
pelaksanaan sita pelaksanaan SOP
dan eksekusi bidang kepaniteraan/
kejurusiataan
berjalan sesuai
ketentuan
6. | Pengadilan Negeri | Terwujudnya Melakukan rapat
Tulungagung keseragaman koordinasi secara

panjar biaya
perkara untuk
wilayah Kabupaten
Kabupaten

berkala.
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
Tulungagung
7. | Kementerian Terlaksanannya Meningkatkan
Agama dan Dinas | pelaksanaan sidang | koordinasi dengan
Kependudukan terpadu itsbat Kemenag dan
dan Catatan Sipil | nikah Disdukcapil
Kabupaten Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
8. | Kantor Urusan Diterimanya Intensifikasi
Agama (KUA) salinan putusan koordinasi kemajuan
Kecamatan, cerai gugat/cerai laporan perkara ke
sesuai wilayah talak unit satuan kerja
yuridiksi internal Pengadilan
Agama Tulungagung
Terlaksananya Meningkatkan
pelaksanaan sidang | koordinasi antara
terpadu istbat Pengadilan Agama
nikah Tulungagung, KUA
dan masyarakat
9. | Bank BRI Pencairan DIPA Menyiapkan petugas

melalui Bank
Rakyat Indonesia
(BRI)

yang handal bekerja
sesuai dengan SOP

dan segera mengirim
SPM Gaji ke Bank BRI

Transaksi keuangan
perkara melalui

Melaksanakan
transaksi yang

Bank Rakyat berhubungan dengan

Indonesia (BRI) biaya perkara melalui
Bank BRI

Tidak adanya Menindaklanjuti

manipulasi biaya
perkara

ketentuan Buku Il
tentang panjar biaya
perkara dan
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
melakukan
pengawasan
terhadap jalannya
transaksi keuangan
perkara
Mendapatkan Peningkatan SDM di
kepuasan Meja | dan Kasir serta
pelanggan secara pelaksanaan SOP
finansial Pengajuan/Penerima
an Perkara
10. | Posyankum (Pos | Tersedianya sarana | Menyediakan sarana
Pelayanan dan prasarana yang | dan prasarana yang
Hukum) memadai. memadai untuk
pelaksanaan
posbakum
Memberikan Mengarahkan para
informasi tentang pihak pencari
penyediaan keadilan untuk
bantuan hukum konsultasi dalam
kepada para pembuatan surat
pencari keadilan. gugatan/
permohonan.
11. | Kantor Pos Terlaksananya Penetapan
proses pengiriman | pengembangan dan
dan penerimaan pemantauan

dokumen-dokumen
berkaitan dengan
kesekretariatan
dan kepaniteraan

pelaksanaan SOP
bidang persuratan.

Peningkatan
income dan
kepercayaan para
pelanggan.

Legalisasi alat bukti
dan pengiriman surat
melalui Kantor Pos.
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
12. | RKPD (Radio Pemanggilan Meningkatkan
Khusus kepada para pihak | pemantauan
Pemerintah yang tidak pelaksanaan SOP
Daerah) diketahui bidang kejurusitaan
Tulungagung alamatnyamelalui | (pemanggilan
radio Pemerintah massmedia) .
Kabupaten
Tulungagung
Mengintensifkan
koordinasi antara
Panitera Pengganti
dengan Jurusira
Pengganti serta
Majelis Hakim.
13. | Advokat Menjadi Menetapkan
(Pengacara) perantara/mewakili | kelengkapan syarat
para pihak bagi seorang
Advokad/Pengacara
untuk mewakili
kliennya di
Pengadilan seperti
surat kuasa, kartu
Anggota dan Berita
Acara Penyumpahan.
Tersedianya papan | Membuat daftar
informasi daftar nama advokat dan
nama pengacara menempatkan di
ruang pelayanan.
14. | KPKNL (Kantor Terlaksananya Melaksanakan
Pelayanan penetapan Aset Penetapan Status
Kekayaan Negara | BMN Barang Milik Negara
dan Lelang)
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Strategi Organisasi

No Pihak Kebutuhan dan Memenuhi
"| Berkepentingan Harapan Kebutuhan dan
Harapan
Terlaksananya Mengusulkan
proses penghapusan Barang
penghapusan Milik Negara yang
Barang Milik berumur diatas 10
Negara tahun
15. | KPPN Penyampaian Meningkatkan
rekonsiliasi pemantauan
penyerapan pelaksanaan SOP
anggaran secara bidang Umum dan
akurat dan tepat Keuangan berjalan
waktu sesuai ketentuan.
16. | DJPB (Direktorat | Penyampaian Membuat
Jenderal perencanaan perencanaan dan
Perbendaharaan) | anggaran secara melaksanakan
akurat dan tepat perencanaan
waktu anggaran yang sudah
ditargetkan.
17.| DJKN (Direktorat | Penyampaian Melaporkan semua
Jendral Kekayaan | laporan aset dan kekayaan
Negara) penggunaan BMN | Negara (BMN) serta
secara akuntabel mengamankannya.
18. | Taspen (Dana Dapat memberikan | Menyiapkan dan
Tabungan dan data yang akurat melengkapi data-data
Asuransi Pegawai | bagi PNS yang akan | pegawai yang akan
Negeri) memasuki usia pensiun dalam
pensiun paperless/simpeg.
19. | BPS (Badan Pusat | Terpenuhinya Pemantauan

Statistik)

informasi kepada
masyarakat
tentang statistik
perceraian tingkat
kabupaten

pelaksanaan SOP
bidang kepaniteraan,
Panmud Hukum
berjalan sesuai
ketentuan dan
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